BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR /705 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG

bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
Pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan
nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari
benturan kepentingan;

bahwa untuk mewujudkan kondisi sebagaimana
tersebut diatas diperlukan pedoman yang dapat
menjadi acuan unit kerja dan Aparatur Sipil Negara
dalam menangani benturan kepentingan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkayang;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah  Tingkat II
Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3823);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
65);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabtan Aparatur Sipil Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1907);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang
Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1252);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 3 Tahun 2020
tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
28);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1571);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaga Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati Bengkayang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkayang;

3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang
sebagai Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah
pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah
Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang.

6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
yang bekerja pada instansi pemerintah;

7. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana setiap penyelenggara
daerah di Pemerintah Kabupaten Bengkayang memiliki atau patut
diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang
sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau
tindakannya.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati Bengkayang ini dimaksudkan untuk memberikan
pemahaman bagaimana mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Bagaian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah :

a. memberikan persamaan persepsi tentang pemahaman dan tindakan bagi
Perangkat Daerah maupun pejabat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan penanganan benturan
kepentingan;



menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah dan
menangani situsi benturan kepentingan secara transparan dan efisien
tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;

mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mencegah
timbulnya kerugian Negara;

. meningkatkan integritas; dan

menciptakan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Linkup Peraturan Bupati Bengkayang ini meliputi sumber, jenis,
prinsip, identifikasi dan tata cara penanganan benturan kepentingan.

BAB III
BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu
Sumber Benturan Kepentingan

Pasal 5

Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain :

a.

g.

h.

penyalahgunaan wewenang, yaitu Pejabat/ASN membuat keputusan atau
tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas
pemberian wewenang yang diberikan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan;

. perangkapan jabatan, yaitu seorang Pejabat/ASN menduduki dua atau

lebih ajbatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara
profesional, independen dan akuntabel;

. hubungan afiliasi (pribadi,golongan) yaitu hubungan yang dimiliki oleh

seorang penyelenggara daerah dengan pihak tertentu baik karena
hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan
yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan;

. gratifikasi, yaitu kegiatan memberikan atau menerima hadiah dalam

bentuk uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-
Cuma, hiburan, cindramata, serta fasilitas lainnya melalui sarana
elektronik maupun non elektronik;

. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi

pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat/ASN yang
disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada;
mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok dalam pelaksanaan
pekerjaan;

adanya peran yang tidak jelas; dan

tujuan tidak dirumuskan dengan jelas.



Bagian Kedua
Jenis Benturan Kepentingan

Pasal 6

Jenis benturan kepentingan yang terjadi di Pemerintah Daerah antara lain:

a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan
dekat/ketergantungan pemberian gratifikasi atas suatu
keputusan/jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;

b. pemberian ijin yang diskriminatif;

c. pengangkatan Pejabat/ASN berdasartkan hubungan dekat/balas
jasa/rekomendasi/pengaruh dari jabatan Pemerintah;

d. pemilihan partner/rekan kerja berdasarkan Keputusan yang tidak
profesional;

e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;

f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;

g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;

h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan
prosedur;

i. melakukan pengawasan dan penilaian atas pengaruh pihak lain;

j. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas suatu yang

dinilai;

k. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena
pengaruh pihak lain; dan

1. rangkap jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung
baik sejenis maupun tidak sejenis sehingga dapat menyebabkan
pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.

Bagian Ketiga
Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dan Penanganannya

Pasal 7

(1) Pejabat atau pegawai yang berpotensi menghadapi benturan
kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, yang sekiranya akan
berdampak pada menurunnya kualitas keputusan yang akan diambil,
bertanggungjawab untuk mengidentifikasi dan melaporkan potensi
benturan kepentingan dan penyebab potensi terjadinya suatu benturan
kepentingan.

(2) Kepala Perangkat Daerah atau petugas yang menerima laporan tentang
adanya potensi terjadinya benturan kepentingan melakukan telaahan
awal terhadap potensi benturan kepentingan tersebut dan
merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan.

(3) Seluruh Perangkat Daerah melaksanakan identifikasi potensi benturan
kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi baik di
tingkat strategis (eselon II) maupun di tingkat manajerial operasional
(eselon III, eselon 1V) dan atau Pejabat dalam tingkatan yang sama;

(4) Hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dituangkan dalam
format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Prinsip Dasar
Pasal 8

(1) Penanganan benturan kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui
perbaikan nilai, sistem pribadi dan budaya.

(2) ASN yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi benturan
kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas
dan tanggungjawab yang terkait dengan situasi kepentingan tersebut
dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan
terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung.

(3) Pegawai ASN yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi
Benturan Kepentingan membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan
Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan
langsung;

(4) Pegawai ASN yang dirinya berpotensi dalam situasi Benturan
Kepentingan juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan
Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan
lurus atau ke samping, maupun hubungan keluarga semenda dalam
garis keturunan lurus atau kesamping dengan Atasan Langsung atau
pejabat berwenang.

(5) Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan
oleh Pegawai ASN dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat
kebijakan dan peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur mengenai
hal tersebut.

(6) Penanganan benturan kepentingan berprinsip pada:

a. menggunakan kepentingan publik;

b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan
kepentingan,;

c. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan

d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak
terjadinya benturan kepentingan.

Bagian Kedua
Faktor Pendukung

Pasal 9

Adapun hal-hal yang mendukung keberhasilan dalam penanganan benturan

kepentingan adakah sebagai berikut :

a. komitmen dan keteladanan pemimpin,

b. partisipasi dan keterlibatan seluruh pejabat/ASN;

c. perhatian khusus atau hal tertentu;

d. beberapa langkah preventif untuk menghindari situasi benturan
kepentingan; dan

e. pemantauan dan evaluasi.



BAB V
SOSIALISASI
Pasal 9
(1) Dalam rangka pelaksanaan penanganan benturan kepentingan perlu
dilakukan sosialisasi.
(2) Sosialisasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
media elektronik maupun media non elektronik.
BAB VI
PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bengkayang.

Ditetapkandi Bengkayang
pada tanggal 3o Dedembor 2022

BUPATI RHINIKAYANG
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SEBASTMNUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal Se pedember 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : |6 TAHUN 2022
TANGGAL: %0 Désember 2099
TENTANG

PEDOMAN  PENANGANAN  BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

A. Format dan Contoh Identifikasi Benturan Kepentingan
Hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dituangkan dalam format
sebagai berikut :

No Uraian Pejabat/Pegawai | Penyebab Prosedur
Benturan yang Terkait Penanganan/
Kepentingan Pencegaham

B. Contoh Laporan Benturan Kepentingan

Laporan Benturan Kepentingan

Kepada.Yth.
Tim Penanganan Benturan Kepentingan
di tempat

Merujuk pada peraturan Bupati Bengkayang Nomor......... Tahun 2022

tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkayang, berikut disampaikan potensi benturan
kepentingan dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya
sebagai berikut :

Nama ] RS A R A STV S dis kb
Jabatan R —
Unit Kerja I e————————.
Uraian Benturan Kepentingan @ ...........cccoooiiiiiiiiiiiieeiieeeeeee e
Penyebab TR —
Prosedur/Penanganannya § om0 A A S A S TR

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

BUPATI BENGKAYANG

ttd

'SEBASTIANUS DARWIS
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